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ABSTRAK 
Ketelusuran produk hiu merupakan elemen penting dalam mendukung pengelolaan perikanan 

hiu yang berkelanjutan, khususnya untuk mencegah praktik tidak dilaporkan, kurang dilaporkan, atau 
salah dilaporkan. Penelitian ini menganalisis praktik pencatatan pendaratan hiu di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta, sebagai salah satu pelabuhan utama pendaratan hasil 
perikanan di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui observasi lapang selama dua minggu dan 
wawancara mendalam dengan petugas pendataan, petugas operasional pelabuhan, serta pelaku usaha 
perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pendaratan hiu masih mengacu pada 
Standar Operasional Prosedur pencatatan ikan secara umum dan belum didukung oleh prosedur khusus 
untuk hiu, terutama dalam pencatatan hingga tingkat spesies dan kondisi fisik hiu yang didaratkan. Hiu 
sering didaratkan dalam kondisi juvenil, tidak utuh, dan tercampur dengan jenis ikan lain, sehingga 
menyulitkan identifikasi dan meningkatkan risiko ketidakakuratan data. Kondisi ini berpotensi 
melemahkan sistem ketelusuran produk hiu dan pengelolaan sumber daya hiu secara berkelanjutan. 
Penelitian ini merekomendasikan pengembangan Standar Operasional Prosedur khusus pencatatan 
pendaratan hiu, peningkatan kapasitas petugas pendataan melalui pelatihan identifikasi spesies, serta 
penyediaan dokumentasi visual sebagai alat bantu pencatatan di lapangan. 

Kata kunci: ketelusuran hiu; pencatatan pendaratan hiu; perikanan tidak dilaporkan 

ABSTRACT 

Shark product traceability is a critical component in supporting sustainable shark fisheries 
management, particularly to prevent unreported, underreported, or misreported fishing practices. This 
study analyzes shark landing recording practices at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPS 
Nizam Zachman), Jakarta, one of Indonesia’s main fisheries landing ports. The research was conducted 
through two weeks of field observations and in-depth interviews with data enumerators, port officers, 
and fisheries stakeholders. The results indicate that shark landing records still rely on general fish 
landing standard operating procedures and lack specific guidelines for sharks, particularly for species-
level identification and recording of physical condition. Sharks were frequently landed as juveniles, in 
non-intact conditions, and mixed with other fish species, complicating identification and increasing 
the risk of data inaccuracy. These conditions may undermine shark product traceability systems and 
sustainable shark resource management. This study recommends the development of shark-specific 
landing recording SOPs, capacity building for enumerators through species identification training, and 
the provision of visual documentation tools to improve data accuracy at landing sites. 

Key words: shark landing records; shark traceability; unreported fishing 
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PENDAHULUAN 

Data statistik FAO Fisheries Statistics periode 2012–2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
data dalam perdagangan sirip hiu antara negara pengekspor dan pengimpor (FAO, 2019). Nilai ekspor 
sirip hiu yang dilaporkan oleh Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor yang 
dilaporkan oleh negara tujuan. Hongkong sebagai salah satu negara pengimpor utama mencatat volume 
impor sirip hiu sebesar 440,5 ton lebih tinggi dibandingkan dengan data ekspor yang dilaporkan oleh 
Indonesia (Cardeñosa et al., 2018, Fields et al., 2018). Perbedaan ini mengindikasikan adanya fenomena 
tidak dilaporkan (unreported) dalam perikanan hiu di Indonesia. Jika kondisi pelaporan yang tidak 
akurat ini terus terjadi, maka keberlanjutan stok hiu berpotensi terancam karena tingkat eksploitasi 
sumber daya tidak dapat diketahui secara pasti. Dalam kondisi tersebut, upaya pengelolaan dan 
konservasi berbagai spesies hiu akan sulit dilakukan tanpa didukung oleh sistem pencatatan pendaratan 
yang akurat di pelabuhan perikanan. 

Ketelusuran (traceability) merupakan sistem yang memastikan jejak produk perikanan hiu sejak 
penangkapan, pendaratan, pengolahan, hingga distribusi ke tujuan akhir (Abercrombie et al., 2005, 
FAO, 2017). Dalam perikanan hiu, ketelusuran berperan penting untuk mendukung pengelolaan 
berkelanjutan dan memastikan bahwa pemanfaatan hiu tidak melebihi daya dukung sumber daya. 
Namun, alur perdagangan hiu yang kompleks meningkatkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan, 
sehingga perbaikan sistem ketelusuran menjadi kebutuhan penting (Prasetyo et al., 2021). 

Penguatan sistem ketelusuran produk hiu perlu dimulai sejak titik pendaratan di pelabuhan 
perikanan dan terhubung dengan mekanisme perizinan serta perdagangan, baik untuk pasar domestik 
maupun ekspor (Sadili, 2015). Sistem ketelusuran terdiri atas beberapa subsistem, antara lain 
identifikasi produk, pengelolaan data, dan komunikasi informasi. Dari seluruh subsistem tersebut, 
identifikasi dan pencatatan hiu yang didaratkan merupakan komponen kunci. Di pelabuhan perikanan, 
pencatatan hasil tangkapan umumnya dilakukan melalui logbook, enumerator, dan observer. Namun, 
karakteristik pendaratan hiu—yang sering didaratkan dalam kondisi tidak utuh atau tercampur dengan 
jenis ikan lain—meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, perbaikan 
pencatatan pendaratan hiu menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan ketelusuran produk 
hiu (Prasetyo et al., 2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan pendaratan hiu di pelabuhan 
perikanan guna mengidentifikasi potensi terjadinya fenomena tidak dilaporkan, kurang dilaporkan, 
maupun salah dilaporkan, khususnya terkait identifikasi spesies. Hasil analisis digunakan sebagai dasar 
penyusunan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan serta penyempurnaan regulasi yang mengatur 
mekanisme dan prosedur pencatatan hasil tangkapan hiu. 

Penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru 
mencatat pendaratan produksi hiu sebesar 4.536 kuintal. Pendekatan yang digunakan adalah studi 
kasus melalui observasi lapang terhadap praktik pendaratan dan pencatatan hasil tangkapan hiu, yang 
dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, kajian 
terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan yang 
berlaku dan kondisi di lapangan. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini mendeskripsikan 
fenomena kesalahan pencatatan pendaratan hiu yang terjadi di PPS Nizam Zachman. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 16 Oktober hingga 5 November 2023 di Pelabuhan Perikanan 
Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lokasi penelitian 
dipilih karena PPS Nizam Zachman merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia 
dan menjadi titik pendaratan berbagai jenis hasil tangkapan, termasuk hiu. Penelitian difokuskan pada 
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pengamatan langsung terhadap proses pendaratan dan pencatatan hasil tangkapan hiu di area dermaga. 
Untuk mendukung analisis, penelitian ini dilengkapi dengan studi literatur yang dilakukan di IPB 
University, khususnya terkait ketelusuran produk hiu, status konservasi, dan regulasi yang berlaku. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapang dan wawancara mendalam (in-depth 
interview). Observasi lapang dilaksanakan dengan mengikuti aktivitas petugas pendataan pada shift 
pagi (pukul 08.00–17.00 WIB) selama dua minggu berturut-turut. Selama periode tersebut, peneliti 
mengamati proses pendaratan hiu, perlakuan terhadap hasil tangkapan, serta mekanisme pencatatan 
yang dilakukan oleh petugas pendataan. Observasi juga mencakup pencatatan jumlah petugas 
pendataan yang bertugas, jumlah kapal yang melakukan bongkar, serta identifikasi kapal yang 
mendaratkan hiu setiap harinya. 

Selama masa observasi, peneliti secara langsung mengikuti dan mengamati empat kapal 
pengangkut yang mendaratkan hasil tangkapan hiu di PPS Nizam Zachman. Pengamatan difokuskan 
pada kesesuaian antara praktik pencatatan pendaratan hiu di lapangan dengan prosedur yang berlaku, 
serta untuk menilai apakah terdapat prosedur khusus pencatatan hiu atau hanya penerapan prosedur 
pencatatan ikan secara umum. Sebagai instrumen pendukung, peneliti menggunakan daftar acuan jenis 
hiu berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List dan Appendiks 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) untuk 
menilai praktik identifikasi dan pencatatan hiu (Rusandi et al., 2019; Setiati dan Partaya 2021). 

Wawancara mendalam dilakukan kepada petugas pendataan, petugas operasional pelabuhan, 
pemilik kapal, nakhoda, dan anak buah kapal untuk memperoleh informasi mengenai prosedur 
pencatatan pendaratan hiu, kendala operasional, serta pemahaman responden terhadap identifikasi dan 
pelaporan jenis hiu. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif dengan 
mengklasifikasikan data berdasarkan tahapan pencatatan, kondisi pendaratan hiu, serta kesesuaiannya 
dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk 
mengidentifikasi potensi kesalahan pencatatan dan menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan 
sistem pencatatan pendaratan hiu 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pencatatan Pendaratan Hasil Tangkapan 

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang mengatur pendataan hasil tangkapan ikan. Berdasarkan SOP Pelayanan Penerbitan Surat Tanda 
Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) Nomor B.4766/PPSNZJ/OT.310/VI/2023, alur pencatatan 
pendaratan dimulai ketika kapal perikanan akan memasuki kolam pelabuhan. Kapal menyampaikan 
pemberitahuan melalui radio pelabuhan untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan 
(bongkar, muat, atau perbaikan/docking). Pada tahap ini, nahkoda telah mengisi electronic logbook (E-
logbook) sebelum kegiatan bongkar. 

Hasil wawancara dengan dua petugas pelayanan penerbitan STBLKK menunjukkan bahwa 
kegiatan bongkar hasil tangkapan hanya diperkenankan bagi kapal yang terdaftar di PPS Nizam 
Zachman atau kapal yang menetapkan PPS Nizam Zachman sebagai lokasi pendaratan. Kapal yang 
mendaratkan hasil tangkapan terdiri atas kapal penangkap dan kapal pengangkut. Menurut petugas 
pendataan, mayoritas bongkar di PPS Nizam Zachman dilakukan oleh kapal pengangkut yang 
membawa titipan hasil tangkapan dari kapal penangkap yang masih beroperasi di laut. 

Setelah pemberitahuan radio diterima, petugas mencatat waktu kedatangan kapal dan proses 
administrasi dilanjutkan melalui syahbandar untuk penerbitan STBLKK. Perwakilan pemilik kapal 
menyerahkan dokumen kapal sebagai persyaratan penerbitan STBLKK. Selanjutnya, kapal mengajukan 
dan memperoleh Surat Persetujuan Bongkar (SPB) melalui Petugas Pelayanan Tata Laksana 
Pembongkaran Ikan sebagai dokumen wajib sebelum bongkar di dermaga. Penerbitan SPB mengacu 
pada SOP Tata Laksana Pembongkaran Nomor B.6263/PPSNZJ/OT.310/IX/2023 (Tabel 1). Dalam 
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proses tersebut, nakhoda/perwakilan pemilik kapal menandatangani surat kesediaan mematuhi 
ketentuan pembongkaran. Setelah surat kesediaan diserahkan, petugas pendataan memeriksa palka (isi 
palka, jumlah palka yang dibongkar, serta ketersediaan sarana penimbangan) dan melaporkan hasilnya 
sebagai dasar penerbitan SPB serta penyerahan bendera tanda bongkar. 

Tabel 1. Peraturan bongkar kapal perikanan sesuai SOP Tata Laksana Bongkar di PPS Nizam Zachman 

Aktivitas Pelaksana 
Pra-bongkar 
1. Setelah STBLKK terbit, dilanjutkan dengan mengajukan 

persetujuan bongkar kepada petugas 

Nahkoda/ Pemilik Kapal/ 
Perwakilan pemilik kapal 

2. Menerima pengajuan persetujuan bongkar dan menyerahkan 
surat kesediaan mengikuti tata laksana bongkar 

Petugas Pelayanan Tata 
Laksana Pembongkaran Ikan 

3. Menerima surat kesediaan mengikuti tata laksana 
pembongkaran ikan, membaca dan menyetujui dengan 
menandatangani lalu menyerahkan kepada petugas 

Nahkoda/Pemilik Kapal/ 
Perwakilan pemilik kapal 

Penerbitan Surat Persetujuan Bongkar 
4. Menerima surat kesediaan mengikuti tata laksana 

pembongkaran ikan, menetapkan lokasi bongkar, dan 
menginformasikan kepada petugas pendataan atau petugas 
kesyahbandaran untuk memeriksa palka kapal 

Petugas Pelayanan Tata 
Laksana Pembongkaran Ikan 

5. Memeriksa palka kapal, melaporkan jumlah palka yang 
memuat ikan, dan ketersediaan timbangan ikan kepada 
Petugas Pelayanan Tata Laksana Pembongkaran Ikan 

Petugas pendataan 

6. Menerima laporan dari petugas pendataan tentang kesiapan 
kapal bongkar, lalu menerbitkan surat persetujuan bongkar 
serta menyerahkan bendera tanda bongkar 

Petugas Pelayanan Tata 
Laksana Pembongkaran Ikan 

Bongkar 
7. Membongkar dan menimbang ikan hasil tangkapan di area 

dermaga atau jembatan timbang 

Nahkoda/Pemilik Kapal/ 
Perwakilan pemilik kapal 

8. Memeriksa palka kapal untuk memastikan palka sudah kosong 
dan melepaskan bendera tanda bongkar 

Petugas pendataan 

Berdasarkan observasi lapang, petugas pendataan memasang bendera tanda bongkar pada sisi 
kapal yang menghadap dermaga sebagai penanda kegiatan bongkar. Sebelum pencatatan, dilakukan 
briefing untuk pembagian tugas sesuai jumlah kapal bongkar pada hari tersebut. Dalam 
pelaksanaannya, satu petugas pendataan ditugaskan per kapal untuk pencatatan, sedangkan dua petugas 
lainnya mengawasi penimbangan di jembatan timbang. 

Pencatatan hasil tangkapan dilakukan pada formulir pendataan pendaratan yang disediakan 
pelabuhan. Dalam praktiknya, ditemukan kondisi kapal tidak melakukan penimbangan di dermaga dan 
langsung menuju jembatan timbang serta segera mengirim hasil bongkar ke perusahaan. Pada situasi 
tersebut, petugas pendataan melakukan dokumentasi visual jenis ikan yang didaratkan di dermaga 
untuk membantu proses identifikasi setelah bongkar, terutama ketika hasil tangkapan didaratkan dalam 
kondisi tercampur atau berupa bagian tubuh tertentu. 

Proses Pencatatan Hiu Hasil Tangkapan di PPS Nizam Zachman 

Observasi lapang dilakukan selama dua minggu dengan mengikuti petugas pendataan pada shift 
pagi (08.00–17.00 WIB). Rekap jumlah kapal bongkar, kapal yang mendaratkan hiu, dan jumlah petugas 
pendataan per hari selama periode observasi disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Jumlah kapal bongkar, kapal yang mendaratkan hiu, dan jumlah enumerator (shift pagi) 

Hari ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Kapal bongkar 18 17 14 18 27 22 17 19 17 20 25 17 15 15 
Kapal yang 
mendaratkan hiu 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - 

Petugas 
Pendataan 

21 20 18 18 19 21 20 18 18 20 21 19 18 18 

Selama periode observasi, pendaratan hiu yang teridentifikasi berasal dari kapal pengangkut. 
Total terdapat empat kapal pengangkut yang mendaratkan hiu selama periode penelitian. Berdasarkan 
informasi yang dihimpun, hiu pada Kapal Pengangkut 1, 2, dan 3 berasal dari kapal penangkap 
pengguna gillnet, sedangkan hiu pada Kapal Pengangkut 4 berasal dari kapal penangkap pengguna 
rawai tuna (Tabel 5). Hiu dapat tertangkap pada berbagai alat tangkap, termasuk gillnet dan rawai tuna 
(Suryagalih & Darmawan 2012). 

Tabel 3.  Jenis alat tangkap dan lama waktu bongkar kapal pengangkut yang mendaratkan hiu di 
dermaga PPS Nizam Zachman 

Kapal Alat tangkap yang 
menggunakan 

Lama waktu bongkar (Hari) 

Kapal pengangkut 1 Gill Net 5 

Kapal pengangkut 2 Gill Net 5 

Kapal pengangkut 3 Gill Net 2 

Kapal pengangkut 4 Rawai Tuna 5 

Kronologi pendaratan hiu selama periode observasi (hari ke-1 - 12) 

Pada hari ke-1 sampai ke-5, total kapal bongkar berjumlah 79 kapal. Pendaratan hiu 
teridentifikasi pada dua kapal pengangkut, yaitu Kapal Pengangkut 1 dan Kapal Pengangkut 2. Pada 
hari ke-6 sampai ke-7, dari total 39 kapal bongkar, pendaratan hiu teridentifikasi pada Kapal 
Pengangkut 3. Selanjutnya, pada hari ke-8 sampai ke-12 (total 98 kapal bongkar), pendaratan hiu 
teridentifikasi pada Kapal Pengangkut 4. Selanjutnya sampai ke-14 tidak teridentifikasi adanya kapal 
yang melakukan pendaratan hiu (Tabel 2). 

Deskripsi per Kapal Pengangkut yang Mendaratkan Hiu 

(1) Kapal Pengangkut 1 – Hari ke-1 sampai ke-5 

Pada Kapal Pengangkut 1, hiu didaratkan dalam kondisi juvenil/tidak layak tangkap (Gambar 
1a). Secara fisik, hiu didaratkan dengan kepala terpotong, tercampur dengan ikan lain, dan dipindahkan 
cepat dari palka ke mobil pengangkut. Jenis hiu yang teridentifikasi adalah hiu lanjaman (Carcharhinus 
falciformis) (Gambar 1b). Pada saat bongkar, pencatatan dilakukan pada kategori “hiu” tanpa 
identifikasi spesies, karena penimbangan tidak dilakukan di dermaga, melainkan di jembatan timbang 
dan hasil bongkar segera dibawa ke perusahaan 

 
 



680 ALBACORE 9 (4), November 2025 

  
a b 

Gambar 1. (a) Hiu juvenil yang didaratkan; (b) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) 

(2) Kapal Pengangkut 2 – Hari ke-1 sampai ke-5 

Pada periode yang sama, Kapal Pengangkut 2 mendaratkan hiu dengan pola yang serupa: hiu 
juvenil/tidak layak tangkap (Gambar 1a), kepala terpotong, tercampur dengan ikan lain, dan 
dipindahkan cepat dari palka ke mobil pengangkut. Jenis hiu yang teridentifikasi adalah hiu lanjaman 
(Carcharhinus falciformis) (Gambar 1b). Pencatatan di lapangan dilakukan sebagai “hiu” tanpa 
identifikasi spesies, dan hasil tangkapan ditimbang di jembatan timbang serta segera dibawa ke 
perusahaan. Perusahaan kemudian melaporkan jumlah per jenis ikan kepada PPS Nizam Zachman. 
Menurut petugas operasional, catatan petugas pendataan digunakan sebagai rujukan pencatatan. 

(3) Kapal Pengangkut 3 – Hari ke-6 sampai ke-7 

Pada hari ke-6 sampai ke-7, pendaratan hiu teridentifikasi pada Kapal Pengangkut 3. Jenis hiu 
yang didaratkan adalah hiu lanjaman (Carcharhinus falciformis) (Gambar 1b). Keterangan nakhoda 
Kapal Pengangkut 3 serta beberapa ABK Kapal Pengangkut 1 dan 2 menyatakan bahwa hiu lanjaman 
tertangkap karena tersangkut pada jaring insang dasar (bottom gillnet) yang digunakan kapal 
penangkap. 

(4) Kapal Pengangkut 4 – Hari ke-8 sampai ke-12 

Pada hari ke-8 sampai ke-12, pendaratan hiu teridentifikasi pada Kapal Pengangkut 4. Kapal ini 
membongkar dua palka sehingga pencatatan dilakukan oleh dua petugas pendataan. Praktik bongkar–
timbang bervariasi: sebagian hasil tangkapan ditimbang di dermaga, sementara sebagian langsung 
dimasukkan ke mobil pengangkut untuk ditimbang di jembatan timbang (Gambar 2a). Hiu yang 
didaratkan pada kapal ini mayoritas dalam kondisi tidak utuh, terutama hanya berupa badan (Gambar 
2b), dan sebagian kecil masih ditemukan utuh. Pemilik kapal menyatakan hanya badan yang didaratkan 
karena bagian lain telah dipotong/diproses di kapal penangkap. Dalam pencatatan, petugas menulis 
“hiu” dengan keterangan “badan saja”. Berdasarkan identifikasi penelitian, hiu yang didaratkan 
mencakup hiu lanjaman (Carcharhinus falciformis) (Gambar 3a), hiu air (Prionace glauca) (Gambar 
3b), dan hiu tikus (Alopias pelagicus) (Gambar 6), termasuk temuan hiu tikus dengan kepala terpotong. 
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a b 
Gambar 2.(a) Potongan hiu diangkut ke jembatan timbang; (b) Hiu yang tidak utuh lagi 

  

a b 
Gambar 3.(a) Potongan badan Hiu Air (Prionace glauca; (b) Potongan badan Hiu Tikus (Alopias 

pelagicus) 

Selama periode penelitian, hiu didaratkan dalam kondisi juvenil dan/atau tidak utuh pada kapal-
kapal pengangkut yang teridentifikasi, dan sebagian kecil didaratkan dalam kondisi utuh. Jenis hiu yang 
didaratkan, dasar pengaturan, serta status konservasinya dirangkum pada Tabel 4. 

Pencatatan pendaratan hiu yang dilakukan petugas pendataan pada kapal-kapal yang diamati 
umumnya dicatat sebagai “hiu” tanpa penjelasan spesies. Kondisi pencatatan per kapal dirangkum pada 
Tabel 5, sedangkan rangkaian aktivitas pencatatan berdasarkan SOP pencatatan ikan dan dinamika 
pelaksanaannya disajikan pada Tabel 6. 

Temuan pada Tabel 2 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa pendaratan hiu selama periode observasi 
terkonsentrasi pada empat kapal pengangkut dengan pola operasional yang berbeda, namun 
menghasilkan tantangan pencatatan yang relatif serupa: hiu sering didaratkan tercampur dengan ikan 
lain, sebagian besar tidak utuh (terutama pada Kapal Pengangkut 4), dan proses bongkar–timbang 
berlangsung cepat. Kondisi tersebut membatasi identifikasi hingga tingkat spesies, terlebih ketika 
penimbangan tidak dilakukan di dermaga dan hasil bongkar segera menuju perusahaan. Bersamaan 
dengan itu, ketiadaan SOP khusus pencatatan hiu serta keterbatasan kapasitas identifikasi enumerator 
memperbesar risiko pencatatan hanya pada kategori umum “hiu”. 
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Tabel 4. Jenis dan status hiu yang didaratkan di PPS Nizam Zachman 

Kapal Jenis Hiu Peraturan Status 
Kapal 
Pengangkut 1 

Hiu lanjaman 
(Carcharhinus 
falciformis) 

PERMEN-KP No 58 
tahun 2020, PERMEN 
KP No 12 Tahun 2022 

IUCN: Rawan (Vulnerable, VU)  
CITES: Appendix II 

Kapal 
Pengangkut 2 

Hiu tikus (Alopias 
pelagicus) 

PERMEN-KP No 58 
tahun 2020 

IUCN: Terancam (Endangered, 
EN): CITES: Appendix II 

Kapal 
Pengangkut 3 

Hiu air (Prionace 
glauca) 

Belum diatur IUCN: Hampir terancam (Near 
Threatened, NT); CITES: -
Appendix II 
 

Kapal 
Pengangkut 4 

Hiu lanjaman 
(Carcharhinus 
falciformis) 

PERMEN-KP No 58 
tahun 2020, PERMEN 
KP No 12 Tahun 2022 

IUCN: Rawan (Vulnerable, VU) 
CITES: Appendix II 

Tabel 5. Kondisi dan perlakuan terhadap pencatatan pendaratan hiu per kapal pengangkut 

Kapal 
Frekuensi 
pencatatan 

(hari) 

Cara mencatat / praktik bongkar–
timbang 

Kondisi hiu saat 
didaratkan 

Kapal 
Pengangkut 1 

5 • Hasil bongkar (termasuk hiu) tidak 
ditimbang di dermaga; langsung dibawa 
ke jembatan timbang/perusahaan. 
• Petugas pendataan mencatat kategori 
umum “hiu” (tanpa spesies). 

• Hiu juvenil. 
• Kepala sudah dipotong. 
• Tercampur dengan ikan 

lainnya. 

Kapal 
Pengangkut 2 

5 • Pola bongkar–timbang mengikuti Kapal 
Pengangkut 1 (tidak ditimbang di 
dermaga; proses cepat menuju 
perusahaan). 
• Pencatatan dilakukan sebagai “hiu” 
(tanpa spesies). 

• Hiu juvenil. 
• Kepala sudah dipotong. 
• Tercampur dengan ikan 

lainnya. 

Kapal 
Pengangkut 3 

2 • Praktik pencatatan dilaporkan serupa 
dengan Kapal Pengangkut 1–2. 
• Petugas pendataan mencatat “hiu” 
tanpa penegasan spesies. 

• Kondisi pendaratan 
serupa  

• Kapal Pengangkut 1–2 
(hiu lanjaman; 
juvenil/tercampur; tidak 
utuh). 

Kapal 
Pengangkut 4 

5 • Bongkar dua palka; memerlukan dua 
petugas pendataan untuk pencatatan. 
• Sebagian ditimbang di dermaga, 
sebagian langsung masuk mobil 
pengangkut untuk ditimbang di 
jembatan timbang. 
• Pencatatan sering ditulis “hiu” dengan 
keterangan “badan saja”; terjadi 
kekeliruan spesies pada catatan awal. 

• Mayoritas hanya badan 
(tidak utuh); beberapa 
individu masih utuh 
(mis. hiu tikus). 
• Variasi kondisi (utuh vs 
tidak utuh) 
meningkatkan kesulitan 
identifikasi. 
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Tabel 6. Aktivitas pencatatan pendaratan hasil tangkapan sesuai SOP Pencatatan Ikan di PPS Nizam 
Zachman 

Aktivitas Pelaksana Proses yang Terjadi di Lapangan 
1. Membagikan tugas sesuai 

jumlah kapal yang akan 
bongkar 

Koordinator 
Enumerator 

Jumlah petugas pendataan cukup banyak 
untuk mengimbangi jumlah kapal bongkar 
per hari 

2. Melakukan pencatatan data 
hasil tangkapan ikan yang 
didaratkan  

Enumerator 

Beberapa enumerator belum paham jenis-
jenis ikan, menjadikan adanya kekeliruan 
dalam mengidentifikasi jenis ikan. 
Khususnya ketika mendaratkan badan hiu, 
enumerator masih keliru dengan spesiesnya. 

3. Mendokumentasi ikan 
jenis-jenis ikan yang 
didaratkan di dermaga PPS 
Nizam Zachman 

Enumerator 
Kesulitan identifikasi ketika kapal 
mendaratkan ikan yang sudah tercampur 
dengan jenis lainnya. 

4. Merekap dan menjumlah 
data pendaratan hasil 
tangkapan 

Enumerator Terkadang terjadi kesalahan perhitungan 
(Human Error) 

5. Menginput hasil tangkapan 
yang didaratkan ke lembar 
pendataan harian kapal 
bongkar 

Enumerator Terkadang terjadi kesalahan perhitungan 
(Human Error) 

6. Melakukan verifikasi data 
hasil tangkapan ikan 

Enumerator Spesifikasi jenis ikan (khususnya jenis hiu) 
yang masih keliru 

Kualitas Data Pendaratan dan Titik Kritis Pencatatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pencatatan pendaratan hasil tangkapan di PPS Nizam 
Zachman telah memiliki kerangka prosedural melalui SOP penerbitan STBLKK dan SOP tata laksana 
pembongkaran, termasuk tahapan pra-bongkar, pemeriksaan palka, penerbitan SPB, hingga pencatatan 
dan penimbangan di dermaga/jembatan timbang. Dalam praktiknya, pendaratan hiu yang 
teridentifikasi selama periode observasi seluruhnya berasal dari kapal pengangkut dan berlangsung 
pada empat kapal (Kapal Pengangkut 1–4) dengan variasi pola bongkar–timbang: sebagian tidak melalui 
timbang dermaga dan langsung menuju jembatan timbang/perusahaan (Kapal 1–3), sedangkan Kapal 4 
menunjukkan kombinasi timbang dermaga dan jembatan timbang serta bongkar dua palka. 

Pola operasional tersebut membentuk titik kritis pada kualitas pencatatan, khususnya pada 
komoditas yang membutuhkan identifikasi spesies. Pada kapal yang tidak menimbang di dermaga dan 
hasil bongkar segera menuju perusahaan, kesempatan enumerator untuk mengamati komposisi hasil 
tangkapan menjadi sangat terbatas. Pada kasus hiu, keterbatasan ini meningkat ketika hiu didaratkan 
dalam kondisi tercampur dengan ikan lain dan/atau tidak utuh (misalnya hanya badan). Kondisi ini 
membuat proses pencatatan cenderung berhenti pada kategori umum “hiu” tanpa penegasan spesies. 

Dalam konteks pengelolaan perikanan, ketepatan pencatatan di titik pendaratan memiliki posisi 
strategis karena menjadi dasar konsolidasi data produksi, evaluasi pemanfaatan, serta perumusan 
kebijakan. Wiyono et al. (2022) menegaskan bahwa data hasil tangkapan yang akurat berperan penting 
bagi pembangunan dan pengelolaan perikanan, termasuk perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan 
evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keterbatasan pencatatan hingga tingkat spesies pada pendaratan 
hiu merupakan isu data yang relevan untuk dibahas sebagai bagian dari perbaikan sistem. 
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Konsekuensi pada Ketelusuran dan Kepatuhan Pengelolaan Hiu 

Ketelusuran (traceability) produk hiu membutuhkan informasi yang dapat ditautkan sejak tahap 
pendaratan, termasuk identifikasi jenis dan bentuk produk (utuh atau bagian tubuh). Ketika pencatatan 
pendaratan tidak mengunci informasi spesies, maka proses penelusuran menjadi lebih rentan terhadap 
ketidaktepatan di mata rantai berikutnya, terutama jika penimbangan dilakukan di luar dermaga dan 
aliran produk segera berpindah ke perusahaan. Keterbatasan pencatatan pada tingkat spesies ini 
berimplikasi langsung terhadap sistem ketelusuran produk hiu. Ketelusuran yang efektif mensyaratkan 
ketersediaan data sejak tahap pendaratan, termasuk informasi spesies, kondisi fisik, dan jumlah individu 
(FAO 2017). Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa titik pendaratan di pelabuhan 
merupakan simpul kritis dalam rantai ketelusuran perdagangan hiu, dan kegagalan pencatatan pada 
tahap awal akan berdampak pada ketidakakuratan data perdagangan di hilir (Rusandi et al. 2019; 
Prasetyo et al. 2021). 

Temuan menunjukkan beberapa spesies hiu yang didaratkan memiliki status konservasi dan 
pengaturan yang menuntut kehati-hatian dalam pencatatan (Septiawan & Primasari 2022). Sejumlah 
studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data tangkapan dan perdagangan hiu merupakan salah satu 
faktor yang mempercepat penurunan populasi hiu secara global (Agnew et al. 2009; Pauly & Zeller 
2016; Rudd & Branch 2016; Setiati dan Partaya 2021). Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat 
sebagian besar hiu yang didaratkan selama penelitian termasuk dalam kategori terancam menurut 
IUCN Red List dan tercantum dalam Appendix II CITES (Dulvy et al. 2014; IUCN 2022). Hiu lanjaman 
(Carcharhinus falciformis) berstatus IUCN Red List Rawan (Vulnerable, VU) dan tercantum dalam 
Appendix II CITES, sehingga perdagangannya diatur (Panawar et al, 2021). Hiu tikus (Alopias 
pelagicus) berstatus IUCN Red List Terancam (Endangered, EN) dan juga termasuk Appendix II CITES, 
serta pengelolaannya diperkuat oleh IOTC Resolution 12/09. Sementara itu, hiu air (Prionace glauca) 
berstatus IUCN Hampir Terancam (Near Threatened, NT) dan dalam naskah disebut belum memiliki 
pengaturan khusus penangkapannya di Indonesia. Simeon et al. (2020) menyatakan bahwa banyak hiu 
bernilai ekonomi tinggi telah masuk kategori terancam; temuan spesies pada penelitian ini berada 
dalam spektrum ancaman tersebut. 

Dari sisi regulasi nasional terdapat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 
2022 tentang Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan 
Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan Dalam Appendiks II Convention On International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora mengatur kuota hiu lanjaman di wilayah tertentu dengan 
rekomendasi ukuran tangkap minimal panjang total dua meter. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, pada Pasal 109 melarang 
penangkapan hiu juvenil atau sedang hamil. Pada pasal yang sama, peraturan tersebut juga mewajibkan 
seluruh tangkapan hiu dan/atau hiu hamil didaratkan secara utuh serta dilaporkan melalui logbook 
sesuai SIPI. Adapun Pasal 112 menekankan kewajiban pelaporan/logbook untuk hiu tikus (seluruh 
family alopiidae). Oleh karenanya pencatatan pendaratan hasil tangkapan yang hanya berhenti pada 
kategori “hiu” tanpa spesies dan bahkan tanpa keutuhan kondisi fisik menjadi tidak memadai untuk 
mendukung kebutuhan data pengelolaan, terlebih pada spesies yang berada dalam pengaturan 
konservasi dan perdagangan internasional. 

Faktor Operasional dan Kapasitas Pelaksana 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masalah pencatatan bukan semata jumlah enumerator, 
melainkan kombinasi kondisi operasional dan kapasitas identifikasi. Pertama, cepatnya ritme bongkar–
timbang membatasi waktu observasi enumerator. Kedua, pendaratan hiu yang tercampur atau tidak 
utuh menghilangkan ciri morfologi kunci untuk identifikasi spesies. Ketiga, wawancara menunjukkan 
enumerator yang diamati memiliki keterbatasan pengetahuan dalam mengenali jenis hiu yang 
didaratkan, khususnya ketika yang terlihat hanya bagian tubuh. Fahmi & Dharmadi (2013) 
menekankan bahwa minimnya pengetahuan dan terbatasnya acuan identifikasi dapat menjadi faktor 
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utama kesulitan identifikasi hiu. Kondisi tersebut tercermin pada variasi kasus: Kapal 1–3 (pola tidak 
timbang dermaga) mempersempit ruang identifikasi, sedangkan Kapal 4 (dua palka; variasi timbang; 
hiu mayoritas badan) memperberat beban identifikasi dan risiko kekeliruan penulisan spesies pada 
tahap pencatatan/rekapitulasi. Kondisi ini sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa 
keterbatasan pencatatan spesies merupakan persoalan struktural dalam perikanan hiu, baik di tingkat 
nasional maupun global (Bonfil 1994; Dent & Clarke 2015; Prasetyo et al. 2021). Kesenjangan 
implementasi semacam ini juga ditemukan di berbagai negara lain dan sering kali dikaitkan dengan 
keterbatasan kapasitas pelabuhan serta minimnya pelatihan identifikasi spesies bagi petugas pendataan 
(Clarke et al. 2013; Okes & Sant 2019). 

Rekomendasi Alur Pencatatan Pendaratan Hiu 

Berdasarkan kondisi operasional dan temuan pencatatan pada empat kapal pengangkut, 
diperlukan perbaikan sistem pencatatan pendaratan hiu yang menyasar dua dimensi: (i) penguatan 
prosedur agar pendaratan dan pencatatan memungkinkan identifikasi spesies, dan (ii) penguatan 
kapasitas pelaksana agar enumerator memiliki kompetensi serta instrumen lapang untuk identifikasi. 
Permasalahan utama dan rekomendasi ringkasnya disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Permasalahan dan Rekomendasi untuk perbaikan pencatatan pendaratan hiu 

Masalah Rekomendasi 
1. Pendaratan hiu yang dicampur dengan 

ikan lainnya 
Pendaratan ikan berdasarkan jenisnya 

2. Kekeliruan dalam pencatatan spesies badan 
hiu yang didaratkan 

Pengembangan SOP untuk mendaratkan hiu 
secara utuh 

3. Petugas pendataan belum paham jenis-
jenis hiu 

Peningkatan pengetahuan dan pelatihan 
terhadap petugas pendataan 

4. Kekeliruan pada saat proses verifikasi data 
Dokumentasi jenis-jenis hiu dengan jelas dan 
peningkatan pengetahuan dan pelatihan 
terhadap petugas pendataan 

Rekomendasi perbaikan disusun bertahap sebagai berikut. 

Rekomendasi jangka pendek (operasional pelabuhan dan enumerator) 

Pada tahap awal, SOP operasional bongkar perlu diperkuat dengan ketentuan pendaratan ikan 
berdasarkan jenis agar hiu tidak tercampur dengan ikan lain saat bongkar. Pada komoditas hiu, 
ketentuan operasional perlu mendorong pendaratan dalam kondisi utuh, atau bila tidak 
memungkinkan, disertai pemisahan dan penandaan yang jelas per jenis hiu. Pada saat yang sama, 
enumerator perlu dibekali pelatihan identifikasi hiu yang umum didaratkan dan disediakan panduan 
visual/lembar identifikasi lapang yang sederhana serta mudah diakses di area bongkar. 

Rekomendasi jangka menengah (penguatan prosedur pencatatan dan verifikasi) 

Dalam jangka menengah, pencatatan perlu dikembangkan agar mencakup identifikasi hingga 
tingkat spesies serta informasi kondisi fisik pendaratan (utuh atau bagian tubuh), sehingga data tidak 
hanya berbasis berat tetapi juga mencerminkan komposisi spesies. Prosedur rekapitulasi–verifikasi 
perlu diperkuat agar kesalahan identifikasi dapat diminimalkan sebelum data ditetapkan menjadi data 
resmi, termasuk penyeragaman istilah/kategori pada formulir pencatatan untuk kasus pendaratan hiu 
tidak utuh. 

Rekomendasi jangka panjang (integrasi tata kelola dan kebijakan) 

Dalam jangka panjang, perbaikan pencatatan pendaratan hiu perlu diintegrasikan dengan 
kebutuhan pengelolaan perikanan dan konservasi hiu, termasuk dukungan untuk evaluasi regulasi, 
kebijakan kuota, dan pemenuhan komitmen konservasi/perdagangan internasional pada spesies yang 
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relevan. Koordinasi pelabuhan–otoritas perizinan–pelaku usaha perlu diperkuat agar pencatatan 
pendaratan hiu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen pengelolaan 
sumber daya yang berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendaratan dan pencatatan hasil tangkapan di PPS 
Nizam Zachman telah berjalan mengikuti SOP administratif dan operasional pelabuhan (STBLKK–
SPB–bongkar–timbang), namun pencatatan pendaratan hiu yang teridentifikasi selama periode 
observasi masih dilakukan melalui mekanisme pencatatan ikan secara umum dan belum didukung SOP 
khusus pencatatan hiu. Selama penelitian, pendaratan hiu hanya teridentifikasi pada empat kapal 
pengangkut, dengan variasi pola bongkar–timbang (tidak menimbang di dermaga pada Kapal 1–3; 
bongkar dua palka dan variasi timbang dermaga/jembatan timbang pada Kapal 4). 

Hiu yang didaratkan ditemukan dalam kondisi juvenil/tidak layak tangkap dan/atau tidak utuh 
(misalnya hanya badan), serta sebagian kecil dalam kondisi utuh. Kondisi pendaratan tersebut 
berasosiasi dengan praktik pencatatan yang umumnya berhenti pada kategori “hiu” tanpa identifikasi 
spesies. Situasi ini ditemukan konsisten pada kapal-kapal pengangkut yang diamati dan dipengaruhi 
oleh ritme bongkar yang cepat, pendaratan yang tercampur atau tidak utuh, serta keterbatasan kapasitas 
identifikasi enumerator. Pada konteks spesies yang memiliki status konservasi dan pengaturan 
(misalnya hiu lanjaman dan hiu tikus yang tercantum dalam Appendix II CITES), keterbatasan 
pencatatan hingga tingkat spesies dan kondisi fisik pendaratan menunjukkan adanya kebutuhan 
perbaikan prosedur dan penguatan kapasitas pelaksana agar data pendaratan dapat lebih informatif bagi 
pengelolaan. 

Perlu disusun dan diterapkan SOP khusus pencatatan pendaratan hiu yang mengatur pendaratan 
berbasis jenis, mendorong pendaratan hiu secara utuh atau pemisahan/penandaan yang jelas ketika hiu 
didaratkan tidak utuh, serta mewajibkan pencatatan hingga tingkat spesies pada spesies prioritas. 
Peningkatan kapasitas enumerator melalui pelatihan identifikasi hiu dan penyediaan panduan 
visual/lembar identifikasi lapang perlu dilakukan untuk mendukung pencatatan di lokasi bongkar, 
terutama pada kondisi pendaratan cepat dan hiu tidak utuh. 

Selain itu, mekanisme rekapitulasi dan verifikasi perlu diperkuat agar kesalahan identifikasi 
dapat dikurangi sebelum data menjadi data resmi pelabuhan. Ke depan, perbaikan pencatatan 
pendaratan hiu diharapkan memperkuat fungsi data pendaratan sebagai dasar pengelolaan 
perikanan serta mendukung ketelusuran produk hiu sejak tahap pendaratan. 
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